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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pengawasan 

intern pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah 

Kabupaten Bandung, maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa : 

1. Pengawasan Intern pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah 

dilaksanakan dengan baik. Dimensi audit mendapat rata-rata skor tertinggi 

dan dimensi yang mendapatkan rata-rata skor terendah yakni dimensi 

kegiatan pengawasan lainnya. Dari hasil data yang diperoleh bahwa 

Pengawasan Intern Pemerintah termasuk pada kategori baik. Hal ini 

terjadi karena pemerintah daerah Kabupaten Bandung telah melakukan 

proses Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang berlaku yaitu dengan dijadikannya PP Nomor 60 Tahun 2008 

sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pengawasan intern. 

2. Kinerja pengelolaan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dimensi 

ekonomi dan efisien memperoleh skor rata-rata tertinggi dan dimensi 

dengan skor terendah terdapat pada dimensi efektivitas. Dari hasil data 
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yang diperoleh bahwa kinerja pengelolaan keuangan termasuk pada 

kategori cukup baik. Hal ini terjadi karena tuntutan dari otonomi daerah 

yang sudah semakin mendesak pemerintah daerah dalam memperbaiki 

kinerja termasuk dalam pengelolaan keuangan. 

3. Pengawasan intern pemerintah memiliki pengaruh dengan arah positif 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Bandung. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika Pengawasan 

Intern Pemerintah semakin membaik maka akan menyebabkan semakin 

membaiknya juga kinerja pengelolaan keuangan, dan juga berlaku 

sebaliknya. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat meningkatkan 

pengawasan intern pemerintah dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. 

Berikut ini penulis mengajukan saran, diantaranya : 

1. Aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dimensi 

kegiatan pengawasan lainnya sehingga menjadi lebih baik. Kegiatan 

pengawasan lainnya ini berupa sosialisasi mengenai pengawasan, 

pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, 

pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.  

2. Dalam kinerja pengelolaan keuangan, pemerintah sebaiknya dapat 

melaksanakan prinsip efektifitas menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat 
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dilakukan dengan memperhatikan pencapaian tujuan dari program yang 

telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap pemerintah dan terwujud tata kepemerintahan yang baik di 

pemerintah daerah itu sendiri.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, 

sebaiknya menambah variabel penelitian dengan sistem akuntansi 

keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan karena sistem 

akuntansi yang baik dapat harus dilaksanakan pada setiap pemerintah 

daerah. Serta menambah variabel penelitian dengan kualitas sumber daya 

manusia aparatur pemerintah daerah, karena ada beberapa fungsi 

akuntansi pada pemerintah daerah tidak berasal dari latar belakang 

pendidikan yang sesuai. 


